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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG

Nomor: W3-A9/104/KU.01/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN ANGGARAN 2019

10.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Muara Labuh memperoleh
alokasi anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana tersebut di
atas, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini
dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
NegaraTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 tentang perubahan Keppres Nomor 42
tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075).

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi Kementerian Negara serta Fungsi dan Tugas Kementerian
Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Repuklik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah beserta perobahannya.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019
Nomor SP DIPA-005.01.2.401990/2019 dan Nomor: SP DIPA-005.04.2.401991/
2019, tanggal 05 Desember 2018.

Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 55/PA/SK/X11/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada satuan kerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada bawahnya.
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN ANGGARAN 2019.

Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Agama
Muara Labuh Nomor  W3-A9/182/KU.01/11/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 dan
dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/104/KU.01/1/2019
tanggal 08 Januari 2019.

Menunjuk dan menetapkan Sdr. Syafrizal NIP. 196509111993031004, Pangkat/Golongan
Ruang Penata ( Ill/c ) sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Pengadilan Agama
Muara Labuh Tahun Anggaran 2019.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, dibebankan pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran
20109.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Pengadilan Agama
Muara Labuh Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja/Kontrak
(mencakup  kesesuaian  spesifikasi  teknis, jumlah, volume, mutu,
kwantitas/kwalitas dan lain-lain) .

2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian.

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

4. Dalam hal penerimaan Sarana dan Prasarana memerlukan keahlian teknis khusus,
dapat dibentuk Tim/Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang utnuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan.

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31
Desember 20109.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  : Muara Labuh
MA Rgda Tanggal : 08 Januari 2019.
dsa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
whdilan Agama Muara Labuh,

v 1‘ A
UM ————
rpaalis, S.Ag.

19651113 199401 2 001

\.



